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ABSTRAK
Nama Penyusun : Rustam Zuarna
NIM : 10500109060
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul :“Kekuatan Alat Bukti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di
Pengadilan Negeri Makassar”
Penelitian dilakasanakan di kota Makassar, Sulawesi Sealatan yaitu pada
Pengadilan Negeri Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan alat bukti BPKP
dalam tindak pidana Korupsi. Untuk mengetahui alasan hakim menerima alat
bukti BPKP.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian
lapangan dimana penulis mengambil data yang diperoleh secara langsung, baik
berupa wawancara langsung terhadap narasumber di lapangan serta berupa data
lainya yang diperoleh melalui kepusatakaan yang relevan yaitu literatur,
dokumen-dokumen serta peraturan perundang – undangan. Selanjutnya data
tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menjelaskan permasalahan-
permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini kemudian disajikan dalam bentuk
deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya Kekuatan alat bukti BPKP
dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini sangat kuat dikarenakan
audit yang telah dilakukan oleh BPKP memiliki bukti yang cukup untuk
membuktikan adanya indikasi korupsi. Kekuatan alat bukti BPKP dapat dijadikan
satu acuan sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan tindak pidana korupsi
berdasarkan audit yang telah dilakukan. Alasan hakim menerima alat bukti BPKP
ialah di karenakan BPKP di tempatkan dalam posisi saksi berdasarkan temuan
dari hasil audit yang di lakukan apa bila adanya indikasi terjadinya korupsi. Dan
dari dasar itu juga BPKP dalam persidangan di jadikan sebagai saksi ahli
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagaimana kejahatan publik yang bersumber dari abuse of power,
korupsi tidak hanya mengancam tatanan lini kehidupan yang serba agregat,
seperti keuangan negara, terampasnya hak-hak orang miskin, serta terkurasnya
sumber kekayaan alam yang tidak bisa diperbaharui (non-renewable resources),
tetapi juga telah merobohkan hampir seluruh sistem nilai yang berkaitan dengan
harga diri (dignity) bangsa.1
Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak
hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial ekonomi
masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara
yang luar biasa.2
Dengan landasan tersebut maka di Indonesia, tindak pidana korupsi
dihadapi oleh beberapa institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
kejaksaan RI, dan Kepolisisan RI dengan dibantu oleh institusi lain seperti Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), para
inspektur jenderal setiap Kementrian sampai pada Inspektorat Wilayah di daerah
propinsi dan kabupaten.
1 Anas Saidi, Korupsi: Antara Harapan dan Kenyataan (Kasus Kepala Daerah dan
DPRD), Jurnal Masyarakat Indonesia Jilid XXXV, No. 1 (Jakarta, LIPI, 2009), h. 2.
2 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagian Penjelasan angka I. Umum
2Sinergi dan koordinasi antara masing-masing institusi dilakukan dalam
bingkai Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan diharapkan dapat menjadi suatu
kesatuan untuk memerangi dan mengurangi jumlah tindak pidana korupsi di
Indonesia.
Hal ini sejalan dengan  pendapat dari Prof. Mardjono Reksodiputro yang
menyatakan bahwa sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat
sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu
usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan  agar berada dalam
batas-batas toleransi yang dapat diterimanya. Sistem ini dianggap berhasil, apabila
sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi
korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke
muka sidang pengadilan dan menerima pidana.3
Proses peradilan pidana adalah suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan
dan pengadilan serta permasyarakatan sebagai sub sistem. Pelanggar hukum
berasal dari masyarakat dan akan kembali pula ke masyarakat, baik sebagai warga
yang taat pada hukum (non residivis) maupun mereka yang kemudian akan
mengulangi kembali perbuatannya (residivis). Proses terpadu dari peradilan
pidana ini mewajibkan pendekatan sistemik dalam riset-riset dari sub sistem
maupun luar sub sistem sangat penting.4
Sebagai suatu sistem, kerjasama antara para penegak hukum seperti uraian
diatas masih belum lengkap tanpa kehadiran suatu advokat atau penasihat hukum.
3 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta : Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia,
Kumpulan Karangan, Buku Kedua, 2007), h. 140
4 Ibid., h. 98-99
3Posisi advokat atau penasihat hukum dalam sistem peradilan pidana sangat
penting dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau
terdakwa dalam menghadapi perkara disangkakan atau didakwakan padanya, juga
untuk menghindarkan kesewenang-wenangan yang dilakukan penegak hukum lain
terhadap kepentingan tersangka atau terdakwa.
Dalam konteks keterpaduan penanganan perkara, terutama perkara tindak
pidana korupsi, institusi penyidik seperti Kepolisian, Kejaksaan ataupun
Pengadilan jika bekerja sama dengan institusi-institusi pendukung seperti Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) atau Akuntan Publik, utamanya dalam menentukan pihak-pihak yang
terlibat tndak pidana korupsi dan menimbulkan kerugian keuangan negara atau
perekonomian negara.
Salah satu bentuk kerja sama antara lain dilakukan oleh Kejaksaan RI,
Kepolisian RI dan BPKP yang secara khusus dituangkan dalam bentuk Nota
Kesepahaman (Memorandum of Understanding)  Tanggal : 28 september 2007,
Tentang kerja sama dalam penanganan kasus penyimpanan pengelolaan keuangan
negara yang berindikasi TPK termasuk Dana Non Budgeter.
Sebagai sebuah lembaga Non Departemen (LPND) yang
bertanggungjawab langsung kepada Presiden, Badan Pengawsan Keuangan dan
Pebangunan (BPKP) yang merupakan transformasi dari Direktorat Jenderal
Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) berdasarkan keputusan presiden No.31
Tahun 1983 Tanggal 30 Mei 1983, diwajibkan memberikan dukungan kepada
4institusi penegak hukum sebagaimana Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangun (BPKP) sebagai salah satu
lembaga pemerintah bekerja berdasarkan Kepres 103 Tahun 2001. BPKP
mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan
keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Salah satu tugas dari pemerintahan tersebut adalah
melakukan pengawasan intern melalui audit investigatif. Yang dimaksud audit
investigatif disini adalah merupakan bagian dari pengawasan itern pemerintah
berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP).5
Salah satu tujuan pelaksanaan audit investigasi KH Spencer dan Jennifer
Picket sebagaimana dikutip oleh Theodorrus M. Tuanakotta adalah menentukan
siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya. Prakarsa ini bermaksud
untuk menyeret si pelaku ke pengadilan pidana, misalnya pengadilan tindak
pidana korupsi. Oleh karena itu perlu pengumpulan bukti yang cukup untuk
proses penyidikan yang diikuti dengan penuntutan yang selanjutnya proses
pengadilan.6
Pendapat KH Spencer dan Jennifer Picket tersebut menjelaskan bahwa
penentuan pelaku dan pengumpulan bukti dapat dilakukan oleh para auditor, baik
yang bersifat perseorangan seperti akuntan publik maupun yang terlembagakan
5 Duke Arie, http://hulondhalo.com/2010/06/kewenangan-audit-investigatif-bpkp-dan-
korupsi/ diakses tanggal 20 Des. 2012-12-25
6 Theodorus M. Tuanakotta, Akuntansi Forensik dan Audit Invesigatif, (Jakarta: Salemba
Empat, 2010), h. 318
5dalam lembaga pengawas internal pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK).
Dalam laporan hasil audit investigasi yang dikeluarkan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada bagian awal disebutkan
siapa pihak-pihak yang diduga terlibat tindak pidana korupsi yang diinvestigasi
lengkap dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh pihak-pihak lain yang
diduga terlibat tersebut.
Istilah “terlibat ” dalam suatu Laporan Hasli Audit Investigasi BPKP
merupakan istilah yang berhampiran makna dengan istilah “tersangka” dalam
Lingkup Sistem Peradilan Pidana. BPKP menggunakan istilah yang lebih umum
(dalam artian tidak merujuk pada status tersangka atau orang yang disangka)
karena menyadari bahwa proses penentuan pihak yang diduga “terlibat” itu bukan
dalam kerangka yuridis atau biasa diistilahkan dengan “pro justisia”
Proses penentuan pihak yang diduga “terlibat” sampai kemudian
dituangkan dalam suatu Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP merupakan suatu
proses yang dalam praktik selama ini sangat tertutup dan rahasia. Bahkan dalam
kalangan penegak hukum (Polisi, Jaksa atau Hakim) proses penentuan pihak-
pihak yang diduga terlibat tersebut merupakan suatu “ forbidden area” untuk
dipertanyakan. Sikap kritis terhadap Laporan tersebut seringkali datang dari
kalangan Penasihat Hukum yang melihat adanya potensi masalah dalam proses
penyusunannya.
Terkait dengan penentuan pihak-pihak yang yang diduga terlibat suatu
tindak pindana korupsi, atau biasa dikenal dengan istilah “tersangka” dikalangan
6penegak hukum Kepolisisan atau Kejaksaan selalu penyidik dalam konsep Sistem
Peradilan Pidana, mekanismenya dilakukan dengan menggunakan analisis teori-
teori hukum pidana serangkaian perdebatan panjang dalam proses perumusan
teori-teori Kausalitas. Beberapa contoh teori kausalitas tersebut adalah von Buri
dengan teori Conditio sine qua non, van Hamel dengan teori Retriksi
(pembatasan) atas Conditio sine qua non, teori mengindividualisasikan dari
Brikmeyer, teori Menggeneralisir yang terdiri dari teori Adekuat dari von Kries,
teori Obyektif dari Rumeling dan teori adaequaat dari Traeger.7
Perbedaan penafsiran sangat mungkin terjadi antara BPKP serta Kejaksaan
dan Kepolisian selaku penyidik tindak pidana Korupsi dalam menentukan pihak-
pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab dala pengelolaan dan
pengawasan keuangan negara. Latar Belakang anggota-anggota BPKP yang
sebagian besar adalah para auditor dengan basis pendidikan dari jurusan akuntansi
Fakultas Ekonomi tentu saja akan memberi “warna” lain dalam penetapan pihak-
pihak terlibat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan
keuangan negara.
Laporan hasil audit investigasi BPKP tersebut selanjutnya akan digunakan
oleh jaksa penuntut umum menjadi salah satu alat bukti yang penting dalam
proses persidangan. Konsep keteraturan atau ketepatan pencarian dan perumusan
alat bukti memegang peranan yang sangat vital dalam proses pembuktian.
Kesalahan dan kurang cermatnya pengumpulan alat bukti tersebut dalam proses
persidangan.
7 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta, Rineka Cipta, Cet. 3 Edisi Revisi,
2008), h. 166-173
7Dalam konteks Hukum Islam, pembuktian merupakan unsur yang amat
esensial dalam sistem peradilan. Hal ini bahkan sudah diatur di dalam  Al-Qur’an,
Allah SWT Berfirman dala surat Ath- Thalaq ayat 2  :
 
  

Terjemahnya:
“Dan Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu
dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”
Penggunaan laporan hasil audit investigasi BPKP sebagai salah satu alat
bukti dalam proses persidangan, akan sangat menarik untuk diteliti dan dikaji
secara mendalam terhadap aspek ini, yaitu pembahasan tentang : “Kekuatan Alat
Bukti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah kekuatan alat bukti BPKP dalam tindak pidana Korupsi?
2. Apa alasan hakim menerima alat bukti BPKP ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun Tujuan dari pada penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti BPKP dalam tindak pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui alasan hakim menerima alat bukti BPKP.
8Adapun Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu :
1. Secara Teoritis
a. Untuk menambah referensi hukum khusus mengenai pembuktian yang
dilakukan oleh BPKP
b. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa selanjutnya yang akan
melakukan penyempurnaan dengan mengadakan penelitian serupa
2. Secara Praktis
a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi, mahasiswa dan
pihak-pihak lain tentang kekuatan alat bukti BPKP dalam suatu
pengambilan putusan.
b. Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar.
D. Sistematika Penulisan
Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika
penulisan  yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis
menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum
ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang
dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil
penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan
dan defenisi operasional.
9BAB II KAJIAN PUSTAKA Dalam bab ini berisi tentang pengertian
kekuatan alat bukti, Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan, perkara,
tindak pidana korupsi
BAB III METODE PENELITIAN Dalam bab ini berisi jenis penelitian,
lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan  sumber data, teknik
pengumpulan  dan analisis data.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini
penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan
sebelumnya :Pertama, Bagaimanakah kekuatan alat bukti BPKP dalam TIPIKOR
makassar Kedua, Apa alasan hakim menerima alat bukti BPKP
BAB IV PENUTUP Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban
permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran.
E. Definisi Operasional
Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap
variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam
judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini
sebagai variabel:
“Kekuatan” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah banyak8
8 Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), h. 150
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“Alat Bukti” Menurut Kamus Hukum alat bukti adalah alat yang telah
ditentukan dalam hukum formal yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam
sebuah persidangan.9
“Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan” Menurut Peraturan
Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan
pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.10
“Perkara” menurut kamus Ilmiah adalah masalah; hal; perihal; acara
dalam pengadilan11
“Tindak Pidana” Menurut Kamus Hukum adalah Setiap perbuatan yang
diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam
KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.12
“Korupsi” Menurut Kamus Hukum adalah  setiap orang yang secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain,
atau suatu korporasi; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri, atau orang lain,atau suatu, korporasi, menyalahgunakan kewenangan.
9 Marwan & Jimmy p, kamus hukum reality publisher (Surabaya: Reality Publisher,
2009), h. 3
10 Peraturan Presiden Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52
11 Tim prima pena, Kamus Ilmiah Populer ( Surabaya: Gitamedia Press, 2006), h.369
12 http/www.jungkamushukum.co.nr
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kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan orang lain atau negara.13
“Pengadilan Negeri” Menurut Kamus Hukum adalah Badan peradilan
tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa
dan memutuskan perkara-perkara pidana dan perdata serta membuat ketetapan-
ketetapan hukum sesuai wewenangnya.14
13 Ibid
14 ibid., h. 500.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian
1. Sejarah Pidana
Membicarakan sejarah hukum pidana tidak akan lepas dari sejarah bangsa
Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang
hingga sampai dengan saat ini. Beberapa kali periode mengalami masa penjajahan
dari bangsa asing. Hal ini secara langsung mempengaruhi hukum yang
diberlakukan di Negara ini, khususnya hukum pidana.
Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mempunyai peranan
penting dalam tata hukum dan bernegara. Aturan-aturan dalam hukum pidana
mengatur agar munculnya sebuah keadaan kosmis yang dinamis. Menciptakan
sebuah tata sosial yang damai dan sesuai dengan keinginan masyarakat.
Sejarah hukum pidana tertulis yang berlaku di Indonesia dimulai ketika
Belanda membuat kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri yang disebut
Nedelansch Wetboek van Starft recht’. Perundang-undangan hukum pidana dibuat
berdasarkan asas konkordinasi, ialah bahwa perundangan-undangan Indonesia
harus seberapa boleh sesuai dengan hukum pidana negara Belanda.
Hukum pidana menurut van hammel adalah
“Semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara
dalam menyelanggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa
yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada
yang melanggar peraturan tersebut”.
13
Hukum eropa continental merupakan suatu tatanan hukum yang
merupakan perpaduan antara hukum Germania dan hukum yang berasala dari
hukum Romawi “Romana Germana”. Hukum tidak hanya berubah dalam ruang
dan letak, melainkan juga dalam lintasan kala dan waktu. Secara umum sejarah
hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode yakni:
a. Masa kerajaan Nusantara
Pada masa kerajaan nusantara banyak kerajaan yang sudah
mempunyai perangkat aturan hukum. Aturan tersebut tertuang dalam
keputusan para raja ataupun dengan kitab hukum yang dibuat oleh para
ahli hukum. Tidak dipungkiri lagi bahwa “adagium ubi societas ibi ius”
sangatlah tepat. Karena dimanapun manusia hidup, selama terdapat
komunitas dan kelompok maka akan ada hukum. Hukum pidana yang
berlaku dahulu kala berbeda dengan hukum pidana moderen. Hukum
pada zaman dahulu kala belum memegang teguh prinsip “kodifikasi”.
Aturan hukum lahir melalui proses interaksi dalam masyarakat tanpa ada
campur tangan kerajaan. Hukum pidana adat berkembang sangatpesat
dalam masyarakat.
Hukum pidana yang berlaku saat itu belum mengenal “unifikasi”.
Di setiap daerah berlaku aturan hukum pidana yang berbeda-beda.
Kerajaan besar macam Sriwijaya sampai dengan kerajaan Demak pun
menerapkan aturan hukum pidana. Kitab peraturan seperti Undang-
undang raja niscaya, undang-undang mataram, jaya lengkara, kutara
Manawa, dan kitab adilullah berlaku dalam masyarakat pada masa itu.
14
Hukum pidana adat juga menjadi perangkat aturan pidana yang dipatuhi
dan ditaati oleh masyarakat nusantara.
Hukum pidana pada periode ini banyak dipengaruhi oleh agama
dan kepercayaan masyarakat. Agama mempunyai peranan dalam
pembentukan hukum pidana di masa itu. Pidana potong tangan yang
merupakan penyerapan dari konsep pidana islam serta konsep
pembuktian yang harus lebih dari tiga orang menjadi bukti bahwa ajaran
agam islam mempengaruhi praktik hukum pidana tradisional pada masa
itu.
b. Masa Penjajahan
Pada masa periodisasi ini sangatlah panjang, mencapai lebih dari
empat abad. Indonesia mengalami penjajahan sejak pertama kali
kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, kemudian selama tiga setengah
abad dibawah kendali Belanda. Indonesia juga pernah mengalami
pemerintahan dibawah kerajaan Inggris dan kekaisaran Jepang. Selama
beberapa kali pergantian pemegang kekuasaan atas nusantara juga
membuat perubahan besar dan signifikan.
Pola pikir hukum barat yang sekuler dan realis menciptakan
konsep peraturan hukum baku yang tertulis. Pada masa ini perkembangan
pemikiran rasional sedang berkembang dengan sangat pesat. Segala
peraturan adat yang tidak tertulis dianggap tidak ada dan digantikan
dengan peraturan-peraturan tertulis. Tercatat beberapa peraturan yang
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dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda seperti statuta Batavia (statute
van batavia).
Berlaku dua peraturan hukum pidana yakni KUHP bagi orang
eropa (weetboek voor de europeanen) yang berlaku sejak tahun 1867.
Diberlakukan pula KUHP bagi orang non eropa yang berlaku sejak tahun
1873.
c. Masa KUHP 1915 – Sekarang
Selama lebih dari seratus tahun sejak KUHP Belanda
diberlakukan, KUHP terhadap dua golongan warganegara yang berbeda
tetap diberlakukan di Hindia Belanda. Hingga pada akhirnya dibentuklah
KUHP yang berlaku bagi semua golongan sejak 1915. KUHP tersebut
menjadi sumber hukum pidana sampai dengan saat ini. Pembentukan
KUHP nasional ini sebenarnya bukan merupakan aturan hukum yang
menjadi karya agung bangsa. Sebab KUHP yang berlaku saat ini
merupakan sebuah turunan dari “Nederland Strafwetboek” (KUHP
Belanda). Sudah menjadi konskwensi ketika berlaku asas konkordansi
terhadap peraturan perundang-undangan.
KUHP yang berlaku di negeri Belanda sendiri merupakan turunan
dari code penal perancis. Code penal menjadi inspirasi pembentukan
peraturan pidana di Belanda. Hal ini dikarenakan Belanda berdasarkan
perjalanan sejarah merupakan wilayah yang berada dalam kekuasaan
kekaisaran perancis.
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d. Desakan pembentukan segera KUHP Nasional
Sebagai sebuah Negara yang pernah dijajah oleh bangsa asing,
hukum yang berlaku di Indonesia secara langsung dipengaruhi oleh
aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara penjajah tersebut. Negeri
Belanda yang merupakan negeri dengan sistem hukum continental
menurunkan betuknya melalui asas konkordansi. Peraturan yang berlaku
di Negara jajahan harus sama dengan aturan hukum negeri Belanda.
Hukum pidana (straffrecht) merupakan salah satu produk hukum yang
diwariskan oleh penjajah.
Pada tahun 1965 LPHN (lembaga pembinaan hukum nasional)
memulai suatu usaha pembentukan KUHP baru. Pembaharuan hukum
pidana Indonesia harus segera dilakukan. Sifat undang-undang yang
selalu tertinggal dari “realitas social” menjadi landasan dasar ide
pembaharuan KUHP. KUHP yang masih berlaku hingga saat ini
merupakan produk kolonial yang diterapkan di Negara jajahan
untukmenciptakan ketaatan. Indonesia yang kini menjadi Negara yang
bebas dan merdeka hendaknya menyusun sebuah peraturan pidana baru
yang sesuai dengan jiwa bangsa. 1
1 http://www.kumpulansejarah.com/2013/03/sejarah-hukum-pidana-di-indonesia.html
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2. Sejarah Korupsi
Kasus korupsi di Indonesia mempunyai sejarah yang sangat panjang. Bila
ditelusuri, kasus korupsi telah terjadi sejak abad ke-9. Korupsi telah dilakukan
sejak zaman kerajaan seperti yang termuat pada sejumlah prasasti, seperti yang
dituliskan Djulianto Susantio pada buku, “Kasus Pajak, Bacaan Seorang
Arkeolog”, (SH, 28 April 2005). Pada saat itu sistem upeti merupakan sebuah
keharusan.
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) semakin membesar dan meluas
ketika VOC berkuasa di Hindia Belanda (Indonesia). Salah satu contohnya adalah
pengangkatan bupati di tanah Jawa. Sebelum adanya VOC, pengangkatan bupati
didasarkan atas tradisi keturunan atau pulung (wahyu kedaton). Kewibawaan dan
kekuatan pribadi calon lebih menentukan dibandingkan uang. Namun, setelah
kedatangan VOC, hal itu tidak ada lagi.
Pada 1770, VOC mulai mempertimbangkan masalah ekonomi dan politik
dalam pengangkatan bupati. Pergantian pejabat-pejabat pribumi bukan lagi
menjadi monopoli bupati, melainkan menjadi hak VOC. Akibatnya, pergantian
bupati dikuasai dengan sistem penjualan jabatan. Bupati-bupati yang akan
diangkat harus membayar komisi atau upeti kepada gubernur.
Nic. Engelhard (Gubernur Pantai Timur Laut Jawa-pada masa itu) dalam
memori tertanggal 15 April 1805, menulis, Pada waktu saya memangku jabatan
sebagai Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, tidak henti-hentinya orang datang
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untuk meminta jabatan-jabatan tertentu seperti demang dan mantri. Mereka
memberikan tawaran komisi 100 hingga 200 ringgit. Ada juga yang menawarkan
sampai 1.000 ringgit. Mereka mengatakan bahwa hal semacam itu telah berlaku
sejak bertahun-tahun sebelumnya.
Pada saat itu belum ada perangkat hukum yang mengatur pembuktian
terbalik. Sehingga para pejabat yang memiliki kedudukan tinggi mempunyai
kesempatan besar mendapatkan keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya. Sistem
administrasi seperti itu kemudian memicu tumbuhnya Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN).
Memasuki Orde Lama korupsi tumbuh akibat tingginya angka inflasi.
Sementara itu, gaji pegawai negeri sipil (PNS) sangat rendah. Gaji PNS hanya
bisa untuk mencukupi biaya hidup selama dua minggu. Akhirnya aksi korupsi pun
terjadi. Meski saat itu, kerugian negara tidak besar, namun perilaku korupsi di
kalangan PNS mulai tumbuh.
Selanjutnya, di masa Orde Baru (1967-1998) kasus korupsi makin
meningkat akibat hubungan dekat antara pengusaha dan penguasa beserta kroni-
kroni. Pemerintahan sentralistik dan otoriter yang menerapkan sistem anggaran
dikendalikan pemerintah pusat, menjadikan kewenangan birokrasi di daerah lebih
pada kebijakan menjalankan instruksi. Akibatnya, korupsi berskala besar banyak
terjadi pada tingkat elite birokrasi.
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Sementara, penyelesaian hukum atas korupsi sangat mustahil mengingat
presiden menguasai semua kekuasaan mulai dari eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Indepedensi kekuasaan lembaga tinggi negara diamputasi, sehingga
virus korupsi makin berkembang di kalangan penguasa bekerja sama dengan
pengusaha.
Era demokratisasi dan reformasi saat ini kepentingan politik makin kuat
merambah kekuasaan lembaga tinggi negara. Korupsi pun semakin tak
terbendung. Sementara itu, kepentingan politik yang makin menguasai lembaga
tinggi negara semakin memengaruhi proses hukum terhadap penyelesaian kasus-
kasus korupsi.
Tak mengherankan bila kasus korupsi di era reformasi terus beregenerasi
secara masif. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, selama kurun waktu
7 tahun (2004-2011), sebanyak 1.408 kasus korupsi yang merampok uang rakyat
Rp 39,3 triliun. Hal yang menyedihkan, korupsi kini telah beregenerasi.
Regenerasi itu tampak dari jumlah tersangka korupsi dengan umur di bawah 40
tahun yang belakangan semakin banyak. Keterlibatan kaum perempuan juga
meningkat.
Selain beregenerasi, korupsi juga makin berevolusi. Kini korupsi
mengarah pada bentuk-bentuk baru yang semakin sistemik dan sinergis. Model
yang paling membahayakan adalah korupsi yang didesain. KPK menemukan
banyak peraturan dan kebijakan yang didesain untuk melegalkan sesuatu yang
sesungguhnya ilegal.
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Contohnya, penyusunan undang-undang yang didesain untuk melegalkan
korupsi, UU itu sifatnya pesanan. Model lain adalah UU yang sejatinya bagus dan
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat akhirnya direvisi tanpa alasan
logis dan tanpa dasar moralitas hukum. Ada pula sejumlah UU yang diajukan uji
materi dan akhirnya dinyatakan inkonstitusional.
Perburuan koruptor dan aset korupsi ke luar negeri telah menjadi salah
satu agenda pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam instruksi ini salah satu langkah yang
dilakukan adalah memburu koruptor dan asetnya di luar negeri.
Selain itu, Indonesia juga telah mengikatkan diri secara resmi pada United
Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau (Konvensi PBB Anti
Korupsi, 2003). Sebagai salah satu bentuknya adalah penandatanganan UU No. 7
Tahun 2006 sebagai wujud ratifikasi UNCAC yang lakukan SBY pada 18 April
2006. Terbitnya beleid itu semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah bagian
dari gerakan global melawan korupsi.
Untuk semakin memuluskan langkah tersebut, Indonesia dengan beberapa
negara di Asia telah melakukan kerja sama. Salah satunya dengan penandatangan
Konferensi Interpol Regional Asia di Jakarta, April 2006 yang isinya
memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi korupsi.
Dalam konferensi tersebut, Presiden Interpol Jackie Selebi intinya
menyebutkan unit Interpol memiliki tanggung jawab dan menjamin semua standar
21
dapat diwujudkan dan dilaksanakan, terutama dalam konteks pemberantasan
korupsi. Tidak ada tempat bagi pelaku korupsi, di mana pun.
Dalam kerja sama dengan Interpol, tindakan yang sering dilakukan adalah
mengeluarkan red notice atau permintaan penangkapan terhadap seseorang yang
ditetapkan sebagai buron atas suatu tindak kejahatan. Penangkapan perlu untuk
kepentingan ekstradisi ke negara peminta red notice.
Berdasar permintaan kepolisian, kejaksaan, dan KPK, NCB Interpol telah
mengeluarkan 98 red notice. Pelaku yang diburu tidak hanya warga Indonesia,
tetapi juga warga negara asing yang melakukan kejahatan di Indonesia. Adapun
jenis kejahatan yang dilakukan juga beragam, dari pembunuhan, penipuan,
kejahatan perbankan, kejahatan lingkungan, kejahatan seksual, pencucian uang,
hingga korupsi.
Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), dari 98 daftar red
notice yang dikeluarkan, 26 berasal dari tindak pidana korupsi dan mereka
otomatis akan menjadi Daftar pencarian orang (DPO) di 188 negara.
Namun, dalam upaya memburu penjahat dan koruptor ke luar negeri
sungguh bukan pekerjaan mudah. Dalam kasus korupsi, selama 10 tahun terakhir
ICW mencatat sedikitnya 45 koruptor diduga melarikan diri ke luar negeri.
Salah satu kesulitan menangkap koruptor di luar negeri adalah tak adanya
perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan negara-negara tempat koruptor
bersembunyi. Misalnya, dengan Singapura. Dari 45 koruptor yang masih dan
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buron tercatat 20 orang memilih kabur ke Singapura. Negara tetangga itu mereka
pilih selain karena faktor geografis, juga karena alasan perjanjian ekstradisi antara
Indonesia dan Singapura belum diratifikasi.
Hal lain yang dapat membantu perburuan koruptor dan pelacakan aset
mereka di luar negeri adalah keanggotaan PPATK dalam Egmond Group. Kerja
sama ini merupakan nilai tambah dalam pelacakan aset hasil korupsi ke luar
negeri, sehingga posisi dan peranan PPATK dalam konteks perburuan ini
merupakan pendukung utama keberhasilan pemerintah
3. Tindak Pidana Korupsi
Kata “Korupsi” berasal dari bahasa latin yakni: “corruptio” dari kata kerja
“corrumpere” yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik,
menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik
politikus/politisi, maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal
memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan
menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.2
Sedangkan Pengertian secara sosiologis yakni “perbuatan yang
menyimpang dari kewajiban normal yang merugikan kepentingan publik atau
masyarakat luas untuk keuntungan atau kepentingan pribadi atau kelompok
tertentu.3
Pengertian secara yuridis, yakni terkait seperti pada rumusan-rumusan
pasal yang disebut dalam perundang-undangan. Keterangan antara kedua
2 id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
3 www.kompas.com
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pengertian tersebut dapat terjadi perbedaan pengertan. Menurut pengertian
sosiologis yang lebih luas daripada pengertian yuridis menurut masyarakat
mereka perbuatan menyimpang dari kewajiban normal yang merugikan
kepentingan publik, tetapi tidak dapat dijerat oleh hukum. 4
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa “Korupsi” adalah suatu perbuatan tercela dan merupakan
perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.
4. Alat Bukti
a. Makna Umum
Dikaji secara umum “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti
suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan
kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan
membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti,
melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan,
dan meyakinkan.5
b. Makna Leksikon
Dikaji dari makna leksikon maka “pembuktian” adalah suatu proses, cara,
perbuatan membuktikan,, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa
dalam sidang pengadilan.6
4 www.kompas.com
5 Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, (Jakarta: CV Akademika Pressindo,
1985) h. 47
6 Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), h. 172
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c. Perspektif Yuridis
Dikaji dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap7 bahwa :
“Pembuktian adalah ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan
pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian
juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang
dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang
boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.
Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan
kesalahan terdakwa”
Dari uraian di atas disimpulkan bahwa pembuktian ialah proses yang
dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang sesuai dengan alat bukti menurut
undang-undang untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa agar
tercapainya kebenaran materil dalam penyeleseian perkara di sidang pengadilan.
B. Jenis-jenis Alat Bukti Dalam Perundang-undangan
Didalam KUHAP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat
diajukan didepan sidang peradilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP
dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.
Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur
dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut
a. Keterangan Saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.
7 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.
252
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Berikut penjelasan mengenai alat bukti antara lain sebagai berikut:
a. Keterangan Saksi
Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam
pasal 184 KUHAP. Pada umunya tidak ada perkara pidana yang luput dari
pembuktian alat bukti keterangan saksi :
Menurut M. Yahya Harahap 8 bahwa:
“Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar
kepada pemerikasaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya,
disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu
diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.”
Pengertian saksi dapat kita lihat pada KUHAP yaitu saksi adalah
orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan dan peradilan tenyang suatu perkara pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
Dalam Pasal 185 KUHAP, berbunyi:
(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi
nyatakan di depan saksi pengadilan
(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan
bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang
didakwakan kepadanya.
(3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak
berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang
sah lainnya.
8 Ibid., h. 286
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(4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri
tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan
sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi
itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian
rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian
atau keadaan tertentu.
(5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil
pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim
harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 Penesuaiaan antara keterangan saksi satu dengan yang
lain;
 Persesuaiaan antara keterangan saksi dengan alat bukti
lain;
 Alasan yang mengkin dipergunakan oleh saksi untuk
memberi keterangan yang tertentu;
 Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu
tang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat
tidaknya keterangan itu dipercaya;
(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai
dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun
apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat
dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
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Pada umumnya semua orang dapat menjadi seorang saksi,
namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan
mereka tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana yang tercantum
dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi:
Kecuali ditentukan lain dalam undang-undangini, maka tidak
dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri
sebagai saksi:
 Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas
atau kebawah samapi derajat ketiga dari terdakwa atau
yang bersama-sama sebagai terdakwa;
 Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai
terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka
yang mempunya hubungan karena perkawinan dan anak-
anak saudara terdakwa samapi derajat ketiga;
 Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau
yang bersama-sama sebagai terdakwa.
Selanjutnya dalam pasal 171 KUHAP juga menambahkan
pengecualian untuk memberikan kesaksiaan dibawah sumpah,
yakni berbunyi :
 Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan
belum pernah kawin;
 Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun
kadang-kadang ingatannya baik kembali.
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Dalam sudut penjelasan pasal tersebut diatas, Andi Hamzah9
mengatakan bahwa:
“Anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian orang yang
sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja,
dalam ilmu jiwa disebut psycophaat, mereka tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana
maka mereka itu tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam
memberikan keterangan, karena itu, keterangan mereka hanya
dipakai sebagai petunjuk saja”.
Orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya
dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian, pada pasal
170 KUHAP berbunyi sebagai berikut:
1) Mereka yang pekerjaan, harkat dan martabat atau
jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta
dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan
sebagai saksi.
2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk
permintaan tersebut.
Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa keterangan saksi
yang dinyatakan dimuka sidang mengenai apa yang ia lihat, ia rasakan, ia
alami adalah keterangan sebagai alat bukti (pasal 185 ayat (1)), sedang
pemberian keterangan  dari pihak ketiga menceritakan suatu hal kepada
saksi bahwa telah terjadi pembunuhan. Kesaksian demikian adalah disebut
testimonium de auditu.
9 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta, Rineka Cipta, Cet. 3 Edisi Revisi,
2008), h. 258-259
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Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian de
auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan
hukum acara pidana yang mencari kebenaran material, dan pula untuk
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang
saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya,
maka kesaksian de auditu atau hearsay evidence patut tidak dipakai di
Indonesia pula. Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar
oleh hakim. Walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian,
tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim bersumber pada dua alat bukti
yang lain. 10
Dalam hal lain juga dalam KUHAP tentang prinsip minimum
pembuktian. Hal ini terdapat dalam pasal 183 yang berbunyi:
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali
kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya”.
Dalam pasal 185 ayat (2) juga menyebutkan sebagai berikut:
“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa
bersalah terhadap terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya”.
Menurut D. Sions menyatakan :
“Suatu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat
membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi yang
berdiri sendiri tidak dapat membuktikan suatu kejadian
tersendiri”.
10 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta, Rineka Cipta, Cet. 3 Edisi Revisi,
2008), h. 242
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M. Yahya Harahap megungkapkan bahwa bertitik tolak dari
ketentuan pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum
dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan
kesalahan terdakwa (unus testis nullus testis). Ini berarti jika alat bukti
yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja
tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang
lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti
yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan
tindak pidana yang didakwakan kepadanya.11
Namun apabila disuatu pesidangan seorang terdakwa mangaku
kesalahan yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini seorang saksi saja
sudah dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Karena selain keterangan
seorang saksi tadi, juga telah dicukupi dengan alat bukti keterangan
terdakwa. Akhirnya telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian
yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa.
b. Keterangan Ahli
Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah
menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan
saksi dilihat dalam pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa
keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.
Pasal tersebut tidak mnjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu
keterangan ahli.
11 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.
810
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Andi Hamzah,12 menerangkan bahwa:
“Yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah
dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan
diperluas pengertianya oleh HIR yang meliputi Kriminalistik,
sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu
senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk
dalam pengertian ilmu pengetahuan.”
Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti hanya bisa didapat
dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan
yang terpencar dalam pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal
120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut
maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti :
1. Pasal 1 angka 28
Pasal ini memberi pengertian apa yang dimaksud dengan
keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperluakan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Dari pengertian yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 28, M. Yahya
Harahap membuat pengertian:
a. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang
memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan
penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa.
12 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta, Rineka Cipta, Cet. 3 Edisi Revisi,
2008), h. 268
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b. Maksud keterangan Khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang
diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan
perkara yang bersangkutan.
2. Pasal 120 ayat (1) KUHAP
Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat
orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
Dalam pasal ini kembali ditegaskan yang dimaksud dengan
keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan
memberi keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.
3. Pasal 133 (1) KUHAP
Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan mengenai
seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena
peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan
permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau
dokter dan atau ahli lainnya.
4. Pasal 179 KUHAP menyatakan:
(1) Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman
atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi
keadilan.
(2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka
yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka
mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang
33
sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam
bidang keahliannya.13
Pasal 179 memberi penegasan tentang adanya dua kelompok
ahli yang terdapat pada pasal-pasal sebelumnya (Pasal 1 angka 28,
Pasal 120, Pasal 133 ayat (1). Seperti yang dituliskan M. Yahya
Harahap14, ada dua kelompok ahli:
1. Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam
kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban
penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan.
2. Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian
khusus dalam bidang tertentu.
Sebenarnya apabila kita hubungkan Pasal 133 dan Pasal 186
KUHAP, maka dapat dilihat bahwa ternyata keterangan saksi tidak hanya
diberikan di depan persidangan tetapi juga diberikan dalam rangka
pemeriksaan penyidikan.
Menurut M. Yahya Harahap bahwa dari ketentuan Pasal 133
dihubungkan dengan Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian
keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai
berikut:
1. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidik.
Pada saat penyidik demi untuk kepentingan peradilan, penyidik
minta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara
tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan
13 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.
297-302
14 Ibid., h.300
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ahli itu dilakukan. Atas permintan penyidik, ahli yang bersangkutan
membuat “laporan”. Laporan itu bisa berupa surat keterangan yang
lazim juga disebut juga dengan nama visum et repertum. Laporan atau
visum et repertum tadi dibuat oleh ahli yang bersangkutan “mengingat
sumpah” diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan tata
cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan dalam
laporan atau visum et repertum sudah mempunyai sifat dan nilai
sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.
2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang
Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di
sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan
penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga
terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan
penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang
atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan
menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan,
meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di
sidang pengadilan. Dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di
sidang pengadilan, tidak dapat melaksanakan hanya berdasarkan pada
sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum ia memberi
keterangan. Dengan dipenuhi tata cara dan bentuk keterangan yang
demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan
ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang.
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Dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai
kekuatan pembuktian.
Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ternyata keterangan ahli
dalam bentuk laporan menyentuh sekaligus dua sisi alat bukti yang
sah. Di satu sisi, keterangan ahli yang terbentuk laporan atau visum et
repertum tetap dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli, akan tetapi
pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga
menyentuh alat bukti saksi.
M. Yahya Harahap, menegaskan bahwa keleluasaan hakim,
penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum dalam memberikan
nama pada alat bukti seperti yang telah disebutkan diatas, sama sekali
tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian.
Kedua jenis alat bukti itu, baik alat bukti keterangan ahli maupun alat
bukti surat, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang
serupa. Kedua alat bukti tersebut sama-samamempunyai kekuatan
pembuktian yang bebas, dan tidak mengikat. Hakim bebas untuk
membenarkan atau menolaknya.15
c. Surat
Pengertian surat menurut Andi Hamzah, surat-surat adalah
sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti,
dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.16
15 Ibid., h. 1985:828
16 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta, Rineka Cipta, Cet. 3 Edisi Revisi,
2008), h. 71
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Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali bukti surat adalah suatu
benda (bisa berupa kertas, kaya, daun lontar dan sejenisnya) yang
memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi
pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).
Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan
keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal yaitu
Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184
ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan
sumpah adalah:
1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh
pejabatat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang
memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,
dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas
dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat
yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata
laksanan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi
pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta
secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi
dari alat pembuktian yang lain.
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d. Petunjuk
Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal
188, yang berbunyi sebagai berikut:
1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena
persesuaiaan, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu
tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh
dari:
a. Ketrangan saksi;
b. Surat;
c. Keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap
keadaan tertentu dilakukan oleh hakim denga arif lagi bijaksana,
setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan
kesaksian berdasarkan hati nuraninya.
Dari bunyi pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk
adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam
mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan
suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada
persesuaiaannya satu sama lain.
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e. Keterangan Terdakwa
Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal
189 yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdkwa nyatakan di sidang
tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
(2) Keteranga terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan
untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu
didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang
didakwakan kepadanya.
(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,
melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
Menurut Andi Hamzah, bahwa KUHAP jelas dan sengaja
mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal
184 butir c. KUHAP juga tidak menjelaskan apa perbedaan antara
keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa
sebagai alat bukti.17
Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau
terbentur pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya
didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun
pengakuan sebagaian dari perbuatan atau keadaan
17 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta, Rineka Cipta, Cet. 3 Edisi Revisi,
2008), h. 273
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C. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat
BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan
pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan
KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada
Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk
menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan
memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan
oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang
dipimpinnya
Sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Presiden No 64 tahun 2005.
Dalam Pasal 52 disebutkan, “ BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
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Dalam penanganan tindak pidana korupsi, instansi penyidik dapat
meminta bantuan BPKP. Bantuan tersebut menurut Soejatna Soenoesoebrata,
dapat diberikan dalam bentuk :
a. Permintaan bantuan menghitung kerugian keuangan nergara,
pelaksanaan dan hasilnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab
instansi penyidik, baik dalam penerbitan surat tugas maupun
penyusunan laporan. Dalam hal tugas perbantuan ini, petugas BPKP
cukup menyampaikan hasil perhitungannya kepada instansi penyidik
dengan nota atau surat pengantar yang ditembuskan kepada atasan di
BPKP, sebagai tanggung jawab telah berakhirnya penugasan.
b. Permintaan bantuan untuk melakukan pemeriksaan (audit investigasi),
yang pelaksanaan dan hasilnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab
BPKP baik dalam hal penerbitan surat tugas maupun dalam
penyusunan laporan hasil pemeriksaan.18
Lebih lanjut, soejatna soenoesoebrata menyatakan bahwa akuntan BPKP
yang telah ditugasi menghitung kerugian keuangan negara di dalam perkara yang
diperiksa, membatasi tanggung jawabnya terbatas pada hasil perhitungan kerugian
keuangan negara, akuntan BPKP tidak meneliti sendiri atas kelengkapan,
keautentikan serta relevan tidaknya data/dokumen sebagai dasar perhitungan
kerugian keuangan negara yang demikian tidak valid (tidak sah) karena cara
perhitungannya menyimpang dari standar audit akuntan.19
18 O.C Kaligis, Pendapat Ahli dalam Perkara Pidana, (Bandung : Alumni, Cet. Kedua,
2011), h. 74
19 Ibid, h. 75
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Akuntan dianggap sangat faham akan struktur organisasi dimana
didalamnya diteteapkan tugas dan wewenang semua orang yang terkait dan
bekerja di dalam organisasi serta tatanan/aturan kerja, termasuk aturan-aturan di
dalam rangka pengelolaan keuangan. Dengan pengetahuannya tersebut, akuntan
akan sangat mudah mendeteksi adanya penyimpangan beserta pejabat yang
bertanggung jawab atas penyimpangan tersebut 20
TUGAS DAN FUGSI BPKP
Sesuai dengan Pasal 52, 53 dan 54 Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di
bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan
keuangan dan pembangunan;
b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan
dan pembangunan;
c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan
pengawasan keuangan dan pembangunan;
20 Soejatna Soenoesoebrata, Apa Peranan Akuntan di Dalam Mengungkap Tindak Pidana
Korupsi ?, Varia Peradilan, Tahun XX No.241 Nopember 2005, h. 50
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e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan
rumah tangga.
Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai kewenangan :
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro;
c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang
meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi
di bidangnya;
e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi
tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
f. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yaitu :
1. memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-
tempat penimbunan, dan sebagainya;
2. meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku
perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya,
hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya
yang diperlukan dalam pengawasan;
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3. pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-
lain;
4. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik
hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan
Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Untuk memperoleh hasil penelitian yang valid itu sangat bergantung dari jenis
penelitian yang dipergunakan, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis
penelitian Lapangan dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Alasan dipilihnya
tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena dari lokasi tersebut penulis dapat
mencari dan mendapatkan data serta informasi yang relevan dengan objek penelitian
yang penulis teliti. Waktu penelitian Tgl 1-7 Agustus 2013.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Tipikor
Makassar dalam hal ini Hakim Tipikor sesuai dengan Judul Penulis.
2. Sampel
Penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan teknik non random,
Sampel dalam Penelitian ini diambil menggunakan Purpossive sampling, yaitu
dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Selain itu, besar
sampel ditentukan secara sengaja dan jumlahnya ditentukan secara arbriter oleh
penulis.
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D. Jenis dan Sumber Data
Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer
dan data sekunder :
1. Data Primer
Data yang diperoleh mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak-
pihak yang terkait dalam putusan yang penulis teliti di Pengadilan Negeri
Makassar dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguna
2. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan dokumen-
dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-undangan dan  bahan
tertulis yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas.
E. Teknik Pengumpulan Data
Perolehan data dalam penulisan skripsi ini, dengan cara sebagai berikut :
1. Metode penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan
data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku,
peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang didapatkan
dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan
dengan penulisan skripsi ini.
2. Metode penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara terjun
langsung ke lapangan penelitian, dimana penulis langsung melakukan penelitian
pada obyek yang pembahasan didalam skripsi.
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F. Teknik Analisis Data
Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan
dianalisis secara kualitatif yakni metode pengelolahan yang menghendaki teknik
analisis dan interpelasi dalam bentuk konsep yang dapat mendukung obyek pembahasan
di dalam skripsi.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “Kekuatan Alat Bukti BPKP
Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar” maka timbul dua
pertanyaan dan penjelasan yaitu :
A. Kekuatan Alat Bukti BPKP Dalam Tindak Pidana Korupsi.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP,
adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit,
Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan
Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku
kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan
dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil
pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya
termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan
kinerja instansi yang dipimpinnya. Selain itu juaga audit BPKP sering dijadikan dijadikan
sebagai alat bukti dalam perkara pidana khususnya khusus Korupsi.
Fungsi yang seharusnya dimilki oleh BPK secara praktis digantikan oleh lembaga
pemeriksa internal pemerintah yaitu BPKP. Dari adanya penjelasan mengenai pengaturan
antara Badan Pengawas Daerah dan BPKP akan sangat terlihat bahwa, Badan Pengawas
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Daerah dengan sendirinya bukanlah merupakan lembaga pengawasan yang dapat diterima
dalam konstitusi karena Badan Pengawas Daerah, Kemudian Keberadaan BPKP diadakan
sesuai dengan Pasal 52, 53 dan 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103
Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, BPKP mempunyai tugas melaksanakan
tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.sedangkan pengaturan keberadaan
BPK terdapat pada UUD 1945.
Digunakanya hasil pemeriksaan BPKP dan Badan Pengawas Daerah dalam
pembuktian Sistem Peradilan Pidana. Kedua lembaga pengawasan tersebut akan
menciptakan dualisme lembaga pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana. Hal ini
dikarenakan keduanya, yaitu BPK yang diakui secara konstitusi dan Badan Pengawas
Daerah juga BPKP diakui sebagai lembaga pengawasan yang digunakan membantu dalam
Sistem Peradilan Pidana dalam praktiknya.
Dalam hal ini BPKP sebagai perpanjangan tanganan pengawasan pemerintah
kepada seluruh instansi pemerintahan sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 53, maka BPKP memiliki
fungsi yaitu :
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan
keuangan dan pembangunan;
b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan
pembangunan;
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c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan
pengawasan keuangan dan pembangunan;
e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,
keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, BPKP
mempunyai kewenangan :
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara
makro;
c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang
meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi
di bidangnya;
e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga
profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
f. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yaitu :
1) memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-
tempat penimbunan, dan sebagainya;
2) meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku
perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya,
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hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya
yang diperlukan dalam pengawasan;
3) pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-
lain;
4) meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik
hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan
Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.
Menurut hasil wawancara dengan Hakim Abdur Rasak:
“Kekuatan Alat Bukti BPKP dalam Perkara Tindak Pidan Korupsi dapat di pahami
sebagai jenis keahlian yang diperlukan sebagai keterangan ahli guna pembuktian
tindak pidana korupsi. ”1
Lebih lanjut menurut Hakim Abdur Rasak memaparkan beberapa jenis keahlian
yang diperlukan sebagai keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu :
1. Keahlian di bidang auditing
Asal kata auditing adalah audit yang berarti suatu proses sistematik untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataanpernyataan
tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat
kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan,
serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Orang yang
melakukan auditing adalah auditor. Berdasarkan tabel perkara tindak pidana korupsi yang
menghadirkan keterangan ahli terlihat bahwa hampir semua kasus tindak pidana korupsi
menghadirkan keterangan ahli yang memiliki kemampuan di bidang auditing, yaitu auditor
1 Abdur Razak, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di
Makassar, 3 Agustus 2013.
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dari BPKP. Hal ini dikarenakan dalam menentukan telah terjadi suatu perkara tindak
pidana korupsi, maka semua unsur-unsur terkait dengan tindak pidana korupsi harus dapat
dibuktikan. Salah satu unsur dari tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian negara
yang diakibatkan. Perhitungan terhadap kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak
pidana korupsi dilakukan oleh auditor dari BPKP, sehingga hampir semua perkara tindak
pidana korupsi memerlukan keterangan ahli di bidang auditing.
2. Keahlian di bidang pemeriksaan fisik pekerjaan bangunan
Hadirnya ahli di bidang pemeriksaan fisik pekerjaan bangunan untuk memberikan
keterangan ahli di persidangan, biasanya ada pada perkara tindak pidana korupsi
menyangkut proyek yang diadakan oleh pemerintah yang berhubungan dengan proyek-
proyek pembangunan. Pada perkara tersebut dihadirkan keterangan ahli di bidang
pemeriksaan fisik pekerjaan bangunan untuk mengecek ke lokasi bangunan dan langsung
memeriksa kondisi fisik bangunan sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Ahli
memeriksa apakah struktur dan bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan standar
yang seharusnya atau banyak menemukan kekurangan.
3. Keahlian di bidang hukum
Keterangan ahli di bidang hukum tidak hanya terpaku pada ahli di bidang hukum
pidana saja, tetapi juga di bidang hukum perdata maupun hukum administrasi. Hadirnya
ahli di bidang hukum terutama ahli hukum pidana dalampraktek hukum acara pidana
masih sering diperdebatkan. Biasanya keteranganahli di bidang hukum diperlukan dalam
upaya memahami hukum melalui teori.Para akademisi memiliki pandangan yang berbeda
dalam menilai suatu kasus dari pada praktisi, hal tersebut dikarenakan akademisi meneliti
lebih banyak kasusdengan sudut pandang yang berbeda.Kehadiran ahli di bidang hukum
dapat dimanfaatkan untuk memberikan masukan dan menjadi pegangan bagi hakim dalam
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memutus perkara. Terlebih jika hal yang akan diterangkan oleh ahli tersebut merupakan
sesuatu hal di bidang hukum yang masih diperdebatkan atau aturan hukumnya belum jelas.
Seperti contoh mengenai kewenangan BPK dan BPKP dalam melakukan
perhitungankerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.
B. Alasan Hakim Menerima Alat Bukti BPKP.
Sedangkan hasil wawancara dengan Hakim Makkasau menjelaskan mengenai
alasan hakim meneriam alat bukti BPKP yaitu:
“Alasan hakim menerima alat bukti BPKP ialah di karenakan BPKP di tempatkan
dalam posisi saksi berdasarkan temuan dari hasil audit yang di lakukan apa bila
adanya indikasi terjadinya korupsi. Dan dari dasar itu juga BPKP dalam
persidangan di jadikan sebagai saksi ahli.”2
Kualifikasi ahli adalah salah satu masalah terkait keterangan ahli yang tidak diatur
secara rinci dalam KUHAP maupun peraturan pelaksananya. Meski tampak sebagai
persoalan teknis belaka, namun hal tersebut juga berkaitan dengan perdebatan mengenai
kualifikasi ahli dan keahlian seperti apa yang dimaksudkan dalam KUHAP.
Penjelasan KUHAP tentang sosok seorang ahli hanya mengemukakan ahli sebagai
seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat
terang suatu perkara pidana. Penjelasan ini bersifat umum dan tidak memberi batasan
mengenai kualifikasi ahli yang dapat memberi keterangan. Misalnya apakah ahli tersebut
harus memiliki riwayat pendidikan formal yang tinggi atau cukup dengan pengalamannya
saja, dan atas rekomendasi siapakah seseorang itu dapat disebutkan sebagai ahli.
2 Makkasau, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 3
Agustus 2013.
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Masalah eksistensi ahli yang dimaksud oleh KUHAP juga dikemukakan Hakim
Makkasau bahwa Definisi ‘ahli’ tidak terdapat dalam KUHAP, namun secara tersirat
dinyatakan dalam Pasal 1 butir 28 yang menjelaskan tentang ‘keterangan ahli’. Siapa atau
apa yang disebut sebagai ahli tidak diberi penjelasan oleh KUHAP, sehingga dengan
demikian tentang ahli atau tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh pengetahuan atau
keahliannya yang khusus, tetapi ditentukan oleh karena panggilan pengadilan yang wajib
dipenuhi. Oleh karena itu, seorang ahli yang disidik oleh penyidik dalam rangka membuat
terang suatu perkara, bila merasa dirinya tidak mempunyai keahlian khusus wajib
mengundurkan diri. Dalam praktik di negara kita, pendidikan formal yang menjadi
ukurannya, seharusnya perlu ditambahkan syarat pengalaman dalam salah satu bidang.
Dari penjelasan tersebut, Hakim Makkasau berpendapat bahwa keahlian seseorang
tidak diukur dengan standar tertentu atas kemampuannya, melainkan hanya berdasarkan
pilihan dari pihak yang memintanya hadir dalam pemeriksaan perkara pidana. Argumen ini
mungkin dikemukakan berdasarkan praktik perekrutan ahli untuk kepentingan
pemeriksaan perkara pidana dan pasal-pasal dalam KUHAP yang tidak secara rinci
menjelaskan hal tersebut. Narasumber menyebutkan ahli adalah orang yang empunyai
pengetahuan dan atau pengalaman dengan suatu sertifikasi.
Lebih lanjut Menurut Narasumber, pendidikan formal ahli yang akan memberi
keterangan di pengadilan harus lebih tinggi dari taraf pendidikan kebanyakan orang. Selain
itu, ahli juga aktif dalam aktivitas akademik.
Dalam memilih ahli yang akan diajukan di persidangan, jaksa seperti Sarjono
mengaku sangat selektif dengan cara menelusuri pendidikan formal yang ditempuh
maupun sertifikat keahlian yang dimiliki ahli tersebut.
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Ahli yang selama ini dipilih oleh tim penuntut umum KPK benar-benar profesional
di bidangnya. “Pendidikan formal rata-rata S3 (strata 3) atau doktor. Ada juga S2 (strata
2), tapi tidak tertutup kemungkinan juga ahli atau profesional di bidangnya, seperti seorang
konsultan atau ahli dalam struktur bangunan.” Proses perekrutan ahli yang dilakukan jaksa
dari KPK biasanya bersifat hubungan kelembagaan. KPK bekerja sama dengan institusi-
institusi resmi yang akan diminta mendatangkan ahlinya untuk memberikan keterangan,
misalnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendatangkan
ahli keuangan negara, dan ahli-ahli dari perguruan tinggi seperti Institut Teknologi
Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI). Dengan demikian, maka ahli yang
didatangkan dinilai kompeten karena ditunjuk oleh instansi yang menaunginya.
Sikap konsisten sebagai bentuk obyektivitas ahli juga menjadi salah satu aspek
yang dipertimbangkan dalam memilih ahli. Pengacara Maqdir Ismail misalnya, mengaku
memilih ahli yang memiliki integritas dalam menyampaikan keterangannya. Maksudnya,
dimanapun dan kapanpun ahli menyampaikan keterangan, terdapat konsistensi yang
terjaga. Sikap konsisten itu dapat diketahui dengan mencermati pendapat-pendapat yang
dituangkan ahli dalam tulisan Menurut hakim Pengadilan Tipikor Makkasau, relevansi
keterangan yang disampaikan ahli dengan konstruksi fakta merupakan standar untuk
menerima keterangan ahli dan memasukkannya dalam pertimbangan hakim.
Mula-mula, hakim membuat konstruksi fakta hingga menemukan konstruksi
hukumnya. Jika keterangan ahli berkaitan dengan konstruksi fakta tersebut, maka hakim
akan menggunakannya untuk memperkuat konstruksi hukum yang telah dibangun
sebelumnya. Hal serupa juga dinyatakan oleh hakim Pengadilan Tipikor Isjuedi yang
menilai kompetensi seorang ahli dari profesionalitas serta penguasaan obyek yang terkait
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dengan fakta persidangan. Pendapat berbeda dinyatakan oleh Narasumber yang menilai
pendidikan formal tidak dapat melului menjadi standar keahlian seseorang.
Menurut Narasumber, ahli tidak perlu merupakan seorang spesialis dalam lapangan
suatu ilmu pengetahuan. Dengan mengacu pada pendapat Nederburgh dalam “Wet en Adat
II”, Karim berpendapat bahwa keterangan ahli tidak selalu harus diminta pada sarjana-
sarjana atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang berpengalaman.
Keterangan ahli juga dapat dimintakan pada orang-orang yang kurang pendidikan namun
cendekia dalam bidangnya, seperti tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, dan
pemburu.
Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja
dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal,
atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu.
Pendapat tersebut menunjukkan bahwa ahli yang dapat dimintai keterangan bukan
melulu orang-orang terpelajar secara formal, Menurut Penulis, sebagian besar ahli
memang dianggap memiliki kualifikasi yang layak secara profesional dalam bidangnya
berdasarkan lamanya pengalaman. Hanya dengan ukuran tersebut lantas keahliannya tidak
perlu diragukan lagi. Akan tetapi, Penulis berpendapat bisa saja keahlian itu tidak
diperoleh secara konvensional, sehingga ukuran waktu bukanlah harga mati.
Menurut penulis, hakim memiliki suatu keleluasaan untuk menentukan hal tersebut,
sama halnya dengan kebebasannya untuk mempertimbangkan dan menentukan apakah
dalam hal tertentu perlu diadakan pemeriksaan ahli. Hakim bebas menentukan siapakah
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yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman khusus dalam suatu lapangan tertentu
sehingga benar-benar dapat memberikan bantuannya sebagai ahli.
Walaupun kecermatan hakim merupakan suatu kewajiban yang melekat pada diri
seorang hakim, Jadi berdasarkan penjelasan di atas tentang saksi fungsi dan kewenangan
BPKP darai setiap pemeriksaan yang di lakukan dan mendapatkan adanya temuan indikasi
korupsi didalamnya maka apa bila hasil dari audit yang di bawa kedalam pengadilan bisa
di jadikan acuan untuk menjadi bukti selain itu juga keterangan BPKP dalam proses
persidangan adalah sebagai saksi ahli berdasarkan penemuan setelah melakukan audit ini
lah yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengapa menerima alat bukti dari BPKP
dalam persidangan.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian skripsi ini yang berjudulkan “Kekuatan Alat Bukti BPKP Dalam Perkara
Tindak Pidana Koruppsi” dapat disimpukan bahwa
1. Kekuatan alat bukti BPKP dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi dalam hal
ini sangat kuat dikarenakan audit yang telah dilakukan oleh BPKP memiliki bukti
yang cukup untuk membuktikan adanya indikasi korupsi. Kekuatan alat bukti
BPKP dapat dijadikan satu acuan sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan
tindak pidana korupsi berdasarkan audit yang telah dilakukan.
2. Alasan hakim menerima alat bukti BPKP ialah di karenakan BPKP di tempatkan
dalam posisi saksi berdasarkan temuan dari hasil audit yang di lakukan apa bila
adanya indikasi terjadinya korupsi. Dan dari dasar itu juga BPKP dalam
persidangan di jadikan sebagai saksi ahli.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas dari skripsi yang berjudul “Kekuatan Alat Bukti BPKP Dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi” penulis menyarankan :
1. Sebaiknya lembaga BPKP melakukan audit disemua lini instansi pemerintahan
yang ada walau tanpa ada suatu indikasi korupsi dalam suatu instansi
pemerintahan.
2. Sebaiknya dalam setiaap persidangan tindak pidana korupsi menggunakan acuan
dari hasil audit BPKP untuk dijadikan landasan pembuktian dalam persidangan.
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3. Sebaiknya dalam setiap persidangan menggunakan alat bukti tdk hanya dari
BPKP saja namun mempadukan juga hasil audit dari BAWASDA, dan BPK
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